KABUPATEN SUKOHARJO

L
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PROGRAM - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

KEGIATAN . PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA
ALAM

ANGGARAN : Rp. 170.000.000,00
(Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

—_— .

A. LATAR BELAKANG

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah Sinkronisasi, Monitoring,
Evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan kebijakan
Perekonomian. Pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah,
pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya
Alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki 2
Kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam adalah
melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, melaksanakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup serta melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan

Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
dalam rangka pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Pelaporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
bersama perangkat daerah terkait agar berjalan secara terarah,
terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tujuan kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
adalah untuk mendapatkan masukan bahan pengkoordinasian
pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dan
mendapatkan solusi permasahan atas Pelaksanaan Pemantauan
kebijakan Sumber Daya Alam.

Sasaran kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

adalah tersedianya dokumen dan Laporan Pengkoordinasian,



Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan Pemantauan
Kebijakan Sumber Daya Alam. Adapun kelompok sas

adalah Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Pe

dan stake holder terkait.
Cc. RUANG LINGKUP

arannya

rangkat Daerah

Ruang lingkup Kegiatan Pemantauan Kebijakan

Sumber Daya Alam terdiri atas sub kegiatan :

1.

3.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,

Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan

dan Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber D

dilaksanakan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
E. JADWAL PELAKSANAAN

aya Alam

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian adalah sebagai berikut :

Bulan Ke

No Uraian 11234 5 101112
1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiWNNWVNNNENN [ v
T Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan,
dan Perikanan
5  |[Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi v v v v
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi VNN NNNNNN W
L Kebijakan Energi dan Air
F. OUTPUT

1. Terlaksnanya Koordinasi,
Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,

Perdagangan,

Kerja.

9. Terlaksananya Koordinasi,

Urusan Pertambangan dan Sumber Day

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Kelautan dan Perikanan,
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan

a Mineral, Lingkungan




Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
3. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
G. OUTCOME

Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER

PENDANAAN

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pelaksanaan

Kebijakan Perekonomian sebesar Rp. 170.000.000,00,-

(Seratus Tujuh puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai

berikut :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan pagu Rp
160.000.000,00 ( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan
dan Lingkungan Hidup dengan pagu Rp. 3.000.000,00 ( Tiga
Juta Rupiah)

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
dengan pagu Rp. 7.000.000,00 ( Tujuh Juta Rupiah).

. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian dalam bentuk SPJ keuangan di Bagian

Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukoharjo.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun,
dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana
dengan baik.

Sukoharjo, 2 Januari 2026

Mengetahui
P

KepalaBagian Perekonomian
dan SDA

/Sos
ingkat I
NIP. 197308251993021001
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PROGRAM : PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

KEGIATAN . PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
ANGGARAN : Rp. 215.000.000,00
(Dua Ratus Lima belas Juta Rupiah)

_—

A. LATAR BELAKANG

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah Sinkronisasi, Monitoring,
Evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan kebijakan
Perekonomian. Pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah,
pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya
Alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki 2
Kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian adalah
melaksanakan Pembinaan BUMD dan BLUD, melaksanakan
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Perencanaan dan

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
adalah dalam rangka pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kebijakan Perekonomian
Daerah bersama perangkat daerah agar berjalan secara terarah,
terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tujuan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian adalah
untuk mendapatkan masukan  bahan pengkoordinasian
pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan mendapatkan solusi
permasahan atas pelaksnaan kebijakan perekonomian.

Sasaran kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

adalah tersedianya dokumen dan Laporan Pengkoordinasian,



Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan Kebijakan Perekonomian.
Adapun kelompok sasarannya adalah Kelompok sasaran
kegiatan ini adalah Perangkat Daerah dan stake holder terkait.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian terdiri atas sub kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
BLUD

2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
c. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan  Pelaksanaan Kebijakan  Perekonoian
dilaksanakan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

D. JADWAL PELAKSANAAN
Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan

Kebijakan Perekonomian adalah sebagai berikut :

Bulan Ke

No Uraian 1] 2] 3l 4] 5] 6] 7] 8] 9101112

1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring\/ VNNV N N
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian [V [V [V |V VWVWN N N

3 | Perencanaan dan Pengawasan EkonomiN N NN NVNVVNNN N N
Mikro Kecil

E. OUTPUT
1. Terlaksnanya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

2. Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian



3. Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
F. OUTCOME
Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
G. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER
PENDANAAN
Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pelaksanaan
Kebijakan Perekonomian sebesar Rp. 215.000.000,00,—
(Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :
1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan pagu
Rp 150.000.000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan pagu
Rp. 35.000.000,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan
pagu Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
H. PELAPORAN
Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian dalam bentuk SPJ keuangan di Bagian
Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun,

dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana

dengan baik.

Sukoharjo, 2 Januari 2026

Kepala Bagian Perekonomian

NIP. 1973(8251993021001



